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BUPATI LAMPUNG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 


PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 

NOMOR 1(, TAHUN 2018 


TENTANG 

PENYELENGGARAAN KABUPATEN TANGGUH BENCANA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

: a. 	bahwa wilayah Kabupaten Lampung Barat memiliki kondisi 
geograiis, geologis dan demograiis yang rawan terjadinya 
bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non 
alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan 
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis 
dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat 
menghambat pembangunan nasional; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana 
yang lebih optimal di daerah, maka perlu diselenggarakan 
program yang menjadikan daerah sebagai kabupaten yang 
tangguh dalam menanggulangi bencana; 

' t 

c. 	bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dalam 
penanggulangan bencana, maka diperlukan pengaturan dalam 
penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh 
Bencana; 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3452); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); 

OPD 




4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, 'rambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana (Lembaran 
Negara RepubUk Indonesia Tahl1n 200B Nomor 42 Tambahan 
Leinbaran Negara Republik Indonesia 4828); 

6. PeratuTan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomer 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

MEIvIUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN 
TANGGUH BENCANA. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. 	Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya 

disingkat BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen 
setingkat Menteri sebagaimana dimaksud dala,m Undang­
Undang Nomer 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana. 

2. 	Badan Nasional Pencarian dan Perto10ngan, yang selanjutnya 
disingkat BNPP, adalah lembaga pemerintah non kementerian 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pencarian dan pertolongan. 

3. 	Daerah adalah I(abupaten Lampung Bar-at. 
4. 	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung 

Barat. 
5. 	Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 
6. 	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya 

disingkat l?PBD adalah Badan Pemerintah Daerah yang 
melakukan Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana di 
Daerah. 

7. 	 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang 
selanjutnya disingkat Kepala BPBD adalah Sekretaris Bupati 
Lampung Barat yang menjabat Kepala BPBD secara ex-officio. 

8. 	Unsur PelaksaJ1a Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya 
disebut Unsur Pelaksana BPBD adalah aparatur pemerintah 
daerah yang dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala 
Pelaksana BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 
BPBD sehari-hari. 
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9. Penanggulangan: 	Beneana, yang selanjutnya disingkat Unsur 
Pengarah, adalah masyarakat profesional yang ahli dan 
pimpinan lembaga/instansi Pemerintah Daerah yang terkait 
dengan penanggulangan beneana yang memiliki tugas 
memberikan masukan dan saran kepada Kepala Pelaksana 
BPBD dalam penanggulangan bencana. 

10. 	Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau 
faktor non alam maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

11. 	Bencana alam adalah beneana yang diakibatkan oleh peristiwa 
atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara 
lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, 
kekeringan, angin topan dan tanah longsor. 

12. 	Kabupaten Tangguh Bencana adalah kemampuan mandiri 
untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, 
mempunyai ketangguhan terhadap bencana ketika mengenali 
ancaman diwUayahnya dan mampu mengorganisasikan. sumber 
daya masyarakatnya untuk mengurangi kerentanan sekaligus 
meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana. 

13. 	Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 
peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain 
berupa gaga! teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah 
penyakit dan bahaya kebakaran. 

14. 	Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 
atau serangkai,an peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang 
meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas 
masyarakat dan teror. 

15. 	Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana adalah 
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 
pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi serta 
rekonstruksi pasca beneana. 

16. 	Pencegahan beneana adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko 
bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun 
kerentanan pihak yang terancam bencana. 

17. 	Kesiapsiagaan adalah serang~ kegiatan yang dilakukan 
untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta 
mela1ui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 

18. 	Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian 
peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang 
kemungkinan . terjadinya bencana pada suatu tempat oleh 
lembaga yang berwenang. 

19. 	Mitigasi adaJah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko 
bencana, baik Inela1ui pembangunan fisik maupun penyadaran 
dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 
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20. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat 
bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang 
dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya 
rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan 
gangguan kegiatan masyarakat. 

21. Tanggap 	 Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk 
menangani darnpak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan 
evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, 
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan 
pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana. 

22. 	Reh~bilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek 
pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang 
memadai. pada wilayah pasca bencana dengan saSaran utama 
untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek 
pemerintahan dan ~ehidupan masyarakat pada wilayah pasea 
beneana. 

23. 	Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana 
dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik 
pada tingkat pelnerintahan maupun masyarakat dengan sasaran 
utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, 
sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan 
bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek 
kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. 

24. 	Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, 
biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, so sial, budaya, 
politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka 
waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, 
meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan 
untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 

25. 	Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan 
kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena beneana 
dengan memfungsikan kembali kelembagaan prasarana dan 
sarana dengan nlelakukan upaya rehabilitasi. 

26. 	Bantuan darurat beneana a<;la1ah upaya memberikan bantuan 
untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. 

27. 	Status keadaan ~arurat be~eana:,ada1ah suatu keadaan yang 
ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas 
dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk 
menanggulangi bencana. 

28. Pengungsi 	adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa 
atau dipaksa keluar dan tempat tinggalnya untuk jangka waktu 
yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. 

29. 	Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang 
menderita atau meninggal dunia akibat bencana. 

30. 	Lembaga Usaha adalah setiap hadan hukum yang dapat 
berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, 
koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai 'dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha 
tetap dan terus rnenerus yang bekeIja dan berkedudukan dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 



31. 	Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang danjatau 
badan hukum. 

32. 	Organisasi kema.syarakatan adalah organisasi yang didirikan 
da,n dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan 
kesamaan a~pirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, 
kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan 
demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Repuhlik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila. 

33. 	Lembaga Internasional . adalah organisasi yang berada dalam 
lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau 
yang menjalap.kan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa 
atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non 
pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

34. 	Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana adalah 
dokumen per:encanaan pengurangan risiko beneana yang berisi 
landasan prioritas dan strategi yang disusun oleh seluruh 
pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif 
komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan 
untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun 
kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam 
menghadapi bencana. 

35. 	Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah sebuah wadah yang 
menaungi instansijlembaga, masyarakat, dan lembaga usaha 
yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan pengurangan 
risiko bencana eli daerah. 

36. 	Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi 
atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, 
geografis, sosiai, budaya, po~itik, e1;conomi, dan teknologi pada 
suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi 
kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 

37. 	Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang 
bisa menimbulkan bencana. 

BABIl 
TUJUAN DAN RUANO LINGKUP 

Pasal2 

Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana bertujuan untuk 
menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana 
secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam 
rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, 
risiko, dan dampak bencana dalam rangka mewujudkan kabupaten 
tangguh bencana. 

Pasal3 

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana 
adalah: 
a. tanggungjawab dan wewenang; 
b. tahapan dan me~culisme; 
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c. 	bantuan bagi korban bencana; 
d. Pusat Pengendalian Operasional PB (PUSDAL OPS. PB) 
e. 	peran masyarakat dan lembaga usaha; 
f. 	 kerjasama antar daetah; 
g. 	pemantauan, evaluasi, pelaporan; 
h. penyelesaian sengketa; dan 
i. 	 larangan; 

BAB III 
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG 

Pasal4 

(1) Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab dan wewenang dalam 
Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana. 

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab Penyelenggaraan Kabupaten 
Tangguh Bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas dan 
fungsinya kepada BPBD. 

(3).BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan 
unsur antara lain: . 
a. instansi pemerintah yang terkait; 
b. masyarakat; 
c. 	organisasi kemasyarakatan; 
d. lembaga usaha; 
e. 	media Massa; 
f. 	organisasi pemuda dan olahraga; 
g. 	organisasi kemahasiswaan; 
h. lembaga pendidikan; 
i. 	lembaga kesehatan; 
j. 	organisasi keagamaan; dan 
k. lembaga internasional. 

Pasa15 

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam ~enyelenggaraan 

Kabupaten Tangguh Bencana meliputi: 
a. 	pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko 

bencana dengan program pembangunan; 
b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; 
c. 	 penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang 

terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan mininium; 
d. 	pemulihan kondisi dari dampak bencana 
e. 	 pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran 

pendapatan belanja. daerah yang memadai; 
f. 	 pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk 

dana siap pakai; dan 
g. 	 pemeliharaan arsip/dokumen dan kredibel dari ancaman dan 

dampak bencana. 
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Pasal6 

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kabupaten 
Tangguh Bencana meliputi: 
a. 	pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur 

kebijakan penanggulangan bencana; 
b. 	pelaksanaan kebijakan ,kerjasama dala.m penanggulangan bencana 

dengan pemerintah provinsi danjatau Pemerintah 
Kabupaten/Kabupaten lainnya; 

c. 	 pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber 
ancaman atau bahaya bencana di daerah; 

d. 	perumtlsan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan 
sumber daya al~. yang inelebihi kemampuan alam di daerah; dan 

e. 	 pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana 
yang berbentuk uang danjatau barang. 

Pasa17 

(1) 	 Dalam rangka Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana, 
Pemerintah Daerah dapat: 
a. menetapkan kawasan rawan bencana yang berisiko tinggi 

sebagai kawasan terlarang untuk permukiman; danfatau; 
b. mencabut atau· mengurangi sebagian atau seluruh hak 

kepemilikan ~etiap orang atas suatu benda sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan. 

(2) 	 Setiap orang yang' hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat 
ganti rugi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang 
berlaku. 

(3) 	 Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan hal 
sebagaimana dima}{sud pada ayat {l} dan ayat (2), Pemerintah 
Daerah dapat n1eminta bantuan dan/atau dukungan pada 
Pemerintah Provinsi Lampung danjatau Pemerintah sesuai 
ketentuan perundang- undangan. 

BAB IV . 
TAHAPAN DAN MEKANISME 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal8 

Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana terdiri atas 3 (tiga) 
tahap meliputi: 

< a. 	prabencana; 
b. 	tanggap darurat; dan 
c. 	pascabencana. 

~ 
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Bagian Kedua 
Prabencana 

Pasa19 

Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana pada tahap 
prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi: 
a. 	dalam situasi tidak t.erjadi bencana; dan 
b. 	dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. 

Pasal 10 

(1) 	 Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana dalam situasi 
tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf 
a. 	meliputi: 
a. 	perencanaan penanggulangan bencana 
b. pengurangan risiko bencana; 
c. 	pencegahan; 
d. 	pemaduan dalam perencanaan pembangunan; 
e. 	persyaratan analisis risiko bencana; 
f. 	 perehcanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan 

ruang; 
g. 	pendidikan dan pelatihan; dan 
h. persyaratan stander teknis penanggulangan bencana. 

(2) 	Untuk mendukung Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana 
dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dila}{ukan penelitian dan pengembangan. di bidang 
kebencanaan. 

Pasal 11 

(1) 	 Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasa! 10 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari 
perencanaan pembangunan daerah. 

(2) 	 Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana 
dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dengan 
program kegiatan dan rincian anggarannya. 

(3) 	 Rencana penanggu1angan bencana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untukjangka waktu 5 (lima) tahun. 

(4) 	Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I)"', meliputi: 
a. 	pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; 
b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat; 
c. 	analisis kemungkinan dampak bencana; 
d. penentuan mekanisme kesiapan da;n penanggulangan dampak 

bencana;dan 
e. 	alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia. 
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Pasa112 

(1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 
10 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi 
ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas 
masyarakat dalam menghadapi bencana. 

(2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan mela1ui kegiatan: 
a. 	pengenalan dan pemantauan risiko bencana; 
b. 	perencanaan partisi1?atif penanggulangan benc~a; 
c. 	pengembangan budaya sadar bencana; 
d. 	peningkatan komitmen pelaku penanggulangan bencana; dan 
e. 	 penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan 

penanggulangan bencana. 

(3) Pengurangan risiko peneana disusun dalam rencana aksi daerah 
pengurangan risiko bencana dengan berpedoman pada rencana 
aksi daerah provinsi. 

(4) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat {3} disusun secara menyeluruh dan terpadu 
dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana dengan melibatkan 
unsur dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga usaha 
yang dikoordinasikan oleh BPBD. 

(5) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPSD 
setelah dikoordinasikan dengan instansi yang bertanggung jawab 
di bidang perencanaan pembangunan daerah. 

(6) Rencana aksi daerah pengurangan risiko beneana ditetapkan 
untukjangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau dalamjangka 
waktu tersebut sesuai kebutuhan. 

Pasal13 

(1) Pen~egahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf 
c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana 
dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak 
yang terancam bencana. 

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui kegiatan: . 
a. 	identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau 

ancaman bencana; 
b. 	pemantauan terhadap: 

1. 	 penguasaan dan pengelolaan 'sumber daya alam; dan 
2. 	penggunaan teknologi tinggi. 

c. 	pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan pengelolaan 
lingkungan hidup; dan 

d. 	penguatan ketahanan sosial masyarakat. 

(3) 	Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
masyarakat dan lcmbaga usaha. 
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Pasal 14 

(I} Pemaduan 4a1anl perencanaan pembangunan sebagaimana yang 
dimaksud dalaln Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh 
satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dalam 
perencanaan pembangunan daerah dengan berkoordinasi bersama 
BPBD. 

(2) 	Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana 
dimaksud pada, ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan 
unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan 
daerah.. 

Pasal15 

(1) 	Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai 
tingkat risiko dati suatu kondisi atau kegiatan yang dapat 
menimbulkan bencana. 

(2) Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar 
daJ.am penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, 
penataan ruang serta penganlbilan tindakan pencegahan dan 
mitigasi bencana. 

(3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi 
menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan anaJ.isis risiko 
bencana. 

(4) BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko benCal'1a. 

Pasal16 

(1) 	Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana 
dimaksud pasal Pasal 10 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk 
mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang 
wilayah. 

(2) 	Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) mencakup pemberlakuan peraturan yang 
berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan 
penerapan sanksi t~rhadap pelanggarnya. 

(3) 	Pemerintah Daerah secara berkala wajib melaksanakan 
pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata 
ruang dan pemenuhan standar keselamatan. 

Pasal17 

(1) 	Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dinlaksud daJam Pasal 10 
ayat (1) huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, 
kepedulian, kemalnpuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam 
menghadapi bencana. 

.......--......- ........~ 
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(2) 	Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. melalui 
pendidikan forinal, nonformal dan informal berupa pelatihan 
dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi. 

(3) 	Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan 
bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 
penanggulangan bencana sesual dengan mandat dan 
kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh 
Kepala BNPB. 

Pasal18 

(1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana 
dimaksud dalanl" Pasal 10 ayat (1) huruf h, merupakan standar 
yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana. 

(2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan 
oleh Kepala BNPB. 

Pasal19 

Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana dalatn situasi 
terdapat potensi teljadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa! 9 huruf b, meliputi: 
a. 	kesiapsiagaan; 
b. 	peringatan dini; dan 
c. 	 mitigasi bencana.. 

Pasal20 

(1) 	Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana. dimaksud 
dalarn Pasa! 19 huruf a dilakukan untuk memastikan 
terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi 
bencana. 

(2) 	 Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
instansi yang berwenang, baik secara telmis maupun administratif, 

.. yang dikoordinasikan oleh BPBD dalam. bentuk: 
a. 	 inventarisasi wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk 

mengevakuasi pengungsi serta penginventarisasian jalur 
evakuasi aman; 

b. 	 pembentukan satgas PB Kecamatan dan Pekon; 
c. 	 penyiapan lokasi'dan prosedur evakuasi; 
d. 	 penyusunan 'dan uji coba rencana penanggulangan 

kedaruratan bencana; 
e. 	 pengorganisasian~ pemasangan dan pengujian sistem 

peringatan dini; "" . 
f. 	 penyediaan dan penyiapan barang~barang pasokan pemenuhan 

kebutuhan dasar; . 
g. 	 pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang 

mekanisme tanggap darurat; 
h. 	penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran 

prosedur tetap tanggap darurat bencana; 
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i. 	 penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk 
pemenuhan pemulihan prasaranB; dan sarana; 

j. 	 pendidikan kesiapsiagaan bencaria dalam kegiatan intra dan 
ekstra kurikuler sekolah dasar dan menengah sebagai muatan 
lakal; dan 

k. 	 prakarsa kelurahan tangguh bencana. 

(3) 	Kegiatan kesiap'siagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan 
secara bersama dengan masyarakat dan lembaga usaha. 

(4) 	Pembentukan satgas PB sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf 
b ditetapkan oleh Bupatio 

Pasal21 

(1) Rencru:ta penanggulangan kedaruratan bencana, sebagaimana 
dimaksud dalam PasaJ 20 ayat (2) huruf d, merupakan acuan 
dalam pela1{sanaan penanggulangan bencana dalam keadaan 
darurat. . 

(2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPBD 
dan instansi/lembaga terkait. 

(3) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi 
dengan penyusunan rencana kontinjensi. 

Pasa122 

(1) Untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta 
penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, BPBD 
menyusun sistem l11anajemen logistik dan peralatan berdasarkan 
pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. 

(2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan 
sebagaimana dinlaksud pada ayat (1), dilakukan untuk 
mengoptimaJkan logistik dan peralatan yang ada pada setiap 
instansi/lembag~ dalam jejaring kerj~ BPBD. 

Pasal23 

(1) Peringatan dini scbagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, 
merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi 
risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap 
darurat. 

(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
dengan cara: 
a. 	mengamati gejala bencana; 
b. 	menganalisis data hasil pengamatan; 
c. 	mengambil keputusan berdasarkan analisis data hasil 

pengamatan; 
d. 	menyebarluaskan hasH keputusan; dan 
e. 	 mengambil tindakan untuk masyarakat. 
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(3) 	 Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai 
dengan jenis ~caman bencananya, untuk memperoleh data 
mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan 
memperhatikan kearifan lokal. 

(4) 	Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan 
lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil 
keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini. 

(5) 	Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib 
disebarluaskan ole~ lembaga pemerintah, lembaga penyiaran 
swasta, dan media massa dalam rangka mengerahk811 sumber 
daya. 

(6) 	 Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
diperlakukan sarna dengan mekanisme pengerahan sumberdaya 
pada saat tanggap da.f':lrat. 

(7) 	BPBD mengko9rdinasikan tindakan yang diambil untuk 
masyarakat sebagaim.ana dimaksud pada ayat (21 huruf e untuk 
menyelamatka..~ dan melindungi masyarakat. 

Pasa124 

(1) 	Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c 
'dilakukan untuk lnengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan 
oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di ka\vasan rawan 
bencana. 

(2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan melalp.i: 
a. 	 perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang 

berdasarkan pada analisis risiko bencana; 
b. 	 pengaturan penibangunan, pembangunan infrastrukt.ur dan 

tata bangun~n; dan 
c. 	 penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik 

secara kon~,ensional maupun modern. 

(3) Pengintegrasian pendekatan pengurangan risiko bencana ke dalam 
penataan ruang scbagailnana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dilakukan Inelalui integrasi dokumen, integrasi spasial, dan 
koordinasi keJembagaan. 

. . 
(4) Pengaturan pem,bangunan, pembangunan infrastruktur dan tata 

bangunan sebagailnana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib 
menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh 
instansijlembaga yang berwenang. 

(5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan 
aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang 
ditetapkan oleh in stansi/lembaga yang berwenang. 

-
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(6) 	Ketentuan leb ih 1anjut mengenai kegiatan pelaksanaan mitigasi 
bencana di c1 aeEw sebagaimana yang c1imaksud pada ayat (2) 
diatur dengal1 PeratuI"an Bupati. 

Bagian Ketiga 
Tanggap Darurat 

Pasa125 

(1) 	Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana pada saat tanggap 
darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi: 
a. 	pengkajian secara cepat dan tepat terhadap 10kasi, kerusakan, 

kerugian dan sumberdaya; 
b. 	penentuan sta tus keadaan darurat bencana; 
c. 	 penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana; 
d. 	 pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana; 
e. 	 perlindungan tcrhadap kelompok rentan; dan 
f. 	 pemu1ihan dengan segera prasarana dan sarana vital. 

(2) 	Penyelenggaraan habupaten Tangguh Bencana pada saat tanggap 
darurat sebagaim mia dimaksud pada ayat (1), dikendalikan oleh 
Kepala Pelaksan;-l f~PBD . 

Pasa126 

(1) 	Pengkajian 8eC8xa cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (1) h uruf a, dilakukan untuk menentu kan 
kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggu1angan 
bencana pada saa t tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap : 
a. 	cakupan 10kasi bencana; 
b. 	jumlah lwrban bencana; 
c. kerusakan pn)~arana dan sarana; 

d. kebutuhan dasar; 
e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta 

pemerin tahan; clan 
f. 	 kemampuan s u mber daya a1am maupun buatan. 

(2) 	Pengkajian sebag<) 1mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan o1eh 
tim kaji cepat lwrdasarkan penugasan dari Kepala Pelaksana 
BPBD. 

1)asa127 

(1) 	 Penentuan s tatu s keadaan darurat bencana sebagaima n;-l 
dimaksud dalam I'asa1 25 ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Bu pati 
pada saat tcr:iad il lya bencana berdasarkan pcraturan perund8ng­
undangan. 

(2) 	 Oa1am keadaan :, Latus keadaan darurat bencana sebagaimana 
dirnaksud pada a:\' at (1 \, BPBD mempunyai l-ceniudahan akses yang 
meliputi: 
<l. 	 pengerahan slimbcr Jaya manusia; 
b. 	 pengerahan pcralatan; 
c. 	 pengerahan lOf;i stik; 
d. 	 pengactaan b~\ rang/jasa; 

,"1__ bi- - - , , " -"Cr" ~ 
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e. 	 pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; 
f. 	 penyelaJ11atan; dan 
g. 	 komando untuk memerintahkan instansi/lembaga. 

Pasa128 

(1) 	Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala Pelaksana BPBD 
berwenang lTlengerahkan sUlnber daya manusia, peralatan, dan 
logistik sebagairrJ.ana dilnaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, 
huruf b, dan huruf c, dari instansi/letnbaga dan n1asyarakat 
sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan tanggap darurat. 

(2) 	Pengerahan sUlllber daya nlanusia, peralatan, dan logistik 
dilakukan untu k menyelalnatkan dan l11engevakuasi korban 
bencana, meluenuhi kebutuhan dasar, dan Inemulihkan fungs} 
sarana prasclrana vital yang rusak akibat bencana. 

Pasal29 

(1) Pada saa t keadaan darurat bencana, Kep2l8 Pelaksana BPBD 
ll1elninta kcpada instansi/lelnbaga terkait untuk lnengirinlkan 
sumber day-a 11lanusia, peralatan, dan logistik sebagailnana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, dan -huruf c ke 
Iokasi bencana. 

(2) Berdasarkan pen11intaan sebagaiInana d ilnaksud pacta ayat (J) 

instansi/lenlbaga terkait wajib segera ll1engirimkan dan 
111C1110bilisasi sUll1ber daya Inanusia, peralatan, dan logistik kc 
lokasi bencana. 

(;)) 	rnstansi/l~rrlbaga terkait, dalam mengirimkan sumber rlayR 

lnanusia, peralatan, dan logistik sebagailnana dilnaksud pada ayal 
(2), Inenunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi 
kewenangan untuk mengambil keputusan. 

(4) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di wilayah 
yang terkena ben~ana tidak tersedia/tidak memadai, Bupati dapat 
111eminta bantuan kepada kabupaten/Kabupaten lain, pelnerintah 
provinsi, dan/atau kepada pelnerintah. 

(5) 	Pada saat tanggap darurat bencana, pemerintah daerah dapat 
menerima bantuan personil, peralatan, dan logistik dari luar negeri 
dan/ atau Ie111baga internasionaL 

(6) Bantuan personil, peralatan., dan logistik dari luar negeri dan/atau 
lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak 
nlemperoleh ken1udahan dalam keimigrasian, cukai, dan karantiaa 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(7) 	Penerimaan dan penggunaan sumber daya Inanusia, peralatan, 
dan logistik di lokasi bencana sebagahnana dimaksud pada ayat (1) 

s8111pai. dengan ayat (5) dila1<sanakan dibawah kendali Kepala 
Pelaksana BPBD . 



1'asa130 

(1) 	Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 27 
ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan jenis dan 
jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah 
bencana. 

(2) 	Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa 
untuk penye]enggaraan tanggap darurat bencana termasuk kriteria 
pengadaan dalmn keadaan tertentu dan dilaksanakan sesuai 
peraturan pcrundang-undangm1 yang berlaku. 

(3) 	Pengadaan barang/jasa sebagaimana din1aksud pada ayat (2) 
ll1eliputi per'3.1atan dan/ atau jasa untuk: 
a. 	 pencarian dan penye1alnatan korban bencana; 
b. 	 pertolongan darurat; 
c. 	 evakuasi korban bencana; 
d. 	 kebu tuh,lll air bersih da.n sanitasi; 
(" 	 pangan; 

f. 	 sanclang 


DPl'lva·nn n IresJ"'n1'atq ,--;·
j '-J 	 <... ~J (.. ,~ .. l.i.l3t.. \.... ,~'..l.l , 

h, 	penalnpllngan serta. ten1pat hunian scnlcntara; dan . . 

1. 	 pelTIulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. 

(4) 	 Pcngadaan barang/jasa selain sebagain1ana dilnaksucl pacla aVCil 

(,,)) dapal c1ilakukan olch instansi/ Je111baga terkait setclah 
nl(-'ndapHt T)erset\Jjuan dad Kepala Pclaksana BPBD. 

(S) 	 Pcrsctujuan sebagirna~a dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan 
secara lisan clan diiklJ t"i persetuju an ter1.ulis dalanl waktu pH.iing 

lanlbat 3 x (tiga kali duapuluh cn1pat) janl. 

Pasal31 

(1) 	BPBD clapat Inen1pergunakan dana siap pakaj untuk pengadaall 
barang/jasa pada status keadaan darurat. 

(2) 	Dana siap pakai sebagail11ana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
sesuai dengan kebutuhan status keadaan darurat bencana. 

(3) 	Mekanislne penggunaan dana siap paka.i untuk pengadaan 
lJarang/jasa dalaln l11asa status keadaan darurat bencanC:l 
Inengiku ti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. 

Pasa132 

(1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa 
sebagaimana din1aksud da1am Pasal 30 ayat (3) dapat dilakukan 
dengan pelubebanan langsung pada anggaran belanja tidak 
terduga dalam APBD. 

(2) 	Pembebanan langsung pada belanja tidak terduga pada saat 
keadaan darurat bencana sebagaimana din1aksud pada ayat (1) 

harus memenuhi kriteria setidaknya: 
a. 	bukan m.erupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah 

daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. 	 tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
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C. 	 berada diluar kendali dan pengaruh pelnerintah daerah; dan 
d. 	 memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 

rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darufBt 
bencana. 

(3) Kepala Pelaksana BPBD, berdasarkan hasil kaji cepat bencana, 
tnenyusun kebutuhan pengadaan barangjjasa sebagai dasar 
untuk pencairan anggaran belanja tidak terduga. 

(4) 	Mekanislne pcnggunaan belanja tidak terduga untuk pengadaan 
barangjjasa dalruTI' masa darurat bencana dilaksanakan 
berdasarkan Peraturan perundang-undangan. 

Pasal33 

(1) 	Pengelolaan dan pertanggungJawaban uang dan/atau barang 
sebagaimana dilnaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, diberikan 
kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban darla 
siap pakai dan belanja tidak terduga. 

(2) Dana siap pakai dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) digunakan terbatas pada pengadaan barang 
dan/atau jasa seba.gaimana dimal(sud dalam Pasa130 ayat (3). 

(3) Tanda bukti transaksi yang tidak mungkin didapatkan pada 
pengadaan barang danjatau jasa saaJ tanggap darurat diberikan 
perlakuan khusus. 

Pasa134 

(1) 	 Kepala Pela]{Sana BPED wajih Inembuat laporan 
pertanggungjawahan at'as uang dan/atau barang yang diterin18, 

baik yang bcrasaJ dari APBN, APBD Provinsi Lalnpung, APBD, 
APBD provinsijk8bupatenjKabupaten lain, dan masyaral<at 

scsuai ketentuan pcraturan perundang-unclangan. 

(2) 	 Laporan per:anggungja'\rvaban sebagailnana dilnaksud pada ayat (1) 
disa.n1paikan kcpada BUPATI dan pihak terkait serta 
diinformasil<:al1 ke publik scsuai ketcntuan pcrundang-undangan. 

Pasa135 

(J) 	Kemudahan akscs drualn penyelaJnatan s~bag8i1nana dilnaksud 
dalan1 Pasa: ayat (2) huruf f, dilakukan Inelalui pencarian) 
perto]ongan) d 811 cvakuasi korban bencana. 

(2) 	Untuk Inen:udahkan penyelalnatan korban bencana dan barta 
benda, Kepnla Pe]aksana BPBD Inempunyai wewenang: 
Cl. Inenyingki.rkan danjatau n1Clnusnahkan barang atau benda di 

lokasi bcncana yang dapat InclnballayaJ.can jiwa; 
b. 	 l11cnyingkirkan dan I atau lTICH1USnahkan barang atau bcnda. 

yang dapat mcngganggu proses penyelt:unatal1; 
c. 	 meme,rintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau 

ll1elarang orang untuk 111en1asuki suatu lokasi; 
d. 	Iner..gisolasi alau' n1cnutup suatu lokasi baik Inilik publik 

lnaupun pribadi; dan 

KABAGOPD HIJJ(UM 



e. 	 melnerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait 
untllk ll1ematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka 
pintu air. 

(3) Pencarian clan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan 
jika: 

a. seluruh korban telah ditelTIukan, ditolong, dan dievakuasi; atau 
b. 	 sctelah jangka waktu, 7 (tujuh) had sejak din1ulainya operasi 

pencarian, Udak ada tanda korban aJ{an ditemukan. 

(4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bcncana 
sebagairrlana dilnal{sud pada ayat (3) huruf b dapat dibuka 
kClnbali dengan pertimbangan adanya inform_asi baru !nengenai 
inc1ikasi keberadaan korban bencana. 

Pasa136 

(1) Dalan1 status keadaan darurat Kepaln Pelaksana BPBD 
111elnpuriya.i kC111Udahan akses berupa kornanc1o un I.u k 

1Tlcnlerintal1kan sektor/lenlbaga dalanl satu kornanr1n 
sebagainlana dimaksud dalaln Pasal 27 ayat (2) huruf g, untuk 
pengerahan SU 111ber daya manusia, peralatan, logistik, dan 
penyelalnatan. 

(2) 	Untuk l11e]aksanakan fungsi komando sebagain1ana dirnaksud 
pada ayat (1), KepaJa Pelaksana BPBD dapat menunjuk seorang 
pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana. 

(3) Komandan penanganan darurat bencana dalalTI Inelaksanakan 
komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, 
dan penyelarnatan sebagaimana ditnaksud pada ayat (2) 
berwenang mengendalikrul para pejabat yang mewakili 
instansi/lell1baga sebagaimana dimru{sud dalam Pasal 29 ayat(3). ~ 

(4) Mekanislne pelaJ.::sanaan pengendalian da1am satu komanclo 
sebagailnana dilnaksud pacta ayat (1) didasarkan pada sisten1 
kOlTlando tanggap darurat yang diatur dalalY1 peraturan Kcpala 
13NPB. 

Pasal37 

(1) 	 Pada St8tU s keadaan darurat bencana, k0111andan penanganan 
darurat bencana nlengaktifkan dan menjngkatkan s81 

Pengendalian Opcrasi Penanggulangan Bencana Inenjadi Pos 

KOlnando Tangg8p Darurat Bencana. 

(2) 	 Pos kOlnando sebagaiInana dilnaksud pada ayat (1) berfungsi 
untuk 11lcngkoordinasikan, lnengendalikan, menlantau, dan 
1'11cngcvaluilsi penang8nan 1-anggap darUfnL benccUln. 

(3) 	 Pas kOrnaJl sebagairriana dilnaksud pada ay?lt (1) rncrupRkRn 
institu si yHng bcrwenang ll1cm berikan data dan inforn18si ten Lang 
penangana n tanggap darurat bencana.

-f­ (4) Pada stat.us keaclaan darurat bencana, kOlnandan penanganan 

.. 	 darurat .)encana 111Clnbentuk pos k0111ando lapangan 
penanggu]angan tanggap darurat bencana di lokasi bencana. 

r~ 



(5) 	 Pos komando lapangan tanggap darurat pencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bertugas n1elakukan penanganan tanggap 
d8rurat benca.na. 

(G) 	 Tugas pena.nganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh 
pos k01nando lapangan sebagahnana dhnaksud pacta ayat (2) 
d isan1paik~3n kepada pos kOlTIando se'bagainl8.na dilnaksud ch:dan1 
Pasal 37 8:Jat (1) untuk digunakan sebagai dAta, infonnasl, clan 
'~bahan 	 pcngalnbilan keputuSHJl L1ntuk penanganan tanggnp 

da,rurat bencana. 

(7) 	 Dnla111 111claksanalG3n penanganan tanggap clarurat hencclna
J 

kOlnandan p'enangancln darural bencana 111cnyusun rencalla 
operasi tar:.ggap darurat bcncana yang aka.n digunakan sebagai 

~lcuan bag i setiap inst.~lnsi/lernbagR pelaksana ranggap clarun-l! 
bcncana 

P£l~al 38 

(l) 	Pf.ny~lamatRn dan ~v8kuasi m~syarak;:lt. terkf.nR benC8I1H 

sebagain1ana dilllaksud dalan1 Pasal 25 ayat (1) huruf c dilakukan 
Ine.lalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, clan 
penycla.rn.atC1.n 'ntasyarakat korban '"bencana. 

(:2) pcncarian, pcrtolongan dan penyelanlatan 111asyarakat terkenn 

dirnaksud pada ayat (1) dikoordinasikCl.il 
oleh BNPP. 

(3) 	Pelaksanaan operas} pencarian dan pertolongan sebagai:Tlanr1 

dilnaksucl pet,da ayat (2) dilakukan oleh organisasi yang bersiCcl{ ad 
hoc, terdiri dad: 
a. koordinator pcncarian dan pertolongan; 
b. koorclinr-. tor nl1si pencarian dan pertolongan; 

c. koordinator lRpangan; dan(atau 
d. unit pencarian dan pertoiongan. 

(4) 	 Pacta saat tctnggap darurat, koordinator lnlS! pencarian dan 
pertolongan bertanggungjawab secara operasional kepada BNPP 
dan secara adlninistratif kepada koordinator penc8Tian dan 

pertolongan serta berkoordinasi dengan BPBD. 
(5) 	 DaJam hal BNPP dan organisasi pencarian dan pertolongaJl 

sebagainlan.a 'dinlaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belunl 
terbentuk,- Kepala Pelal(s~~a BPED dapat membentuk Tinl 
Pencarian clan Pertolongan. 

(6) 	Penyelamatan 'dan evakuasi masyaral{at terkena bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pada kafban 
bencanayang mengalami luka parah dan kelompok rentan. 

(7) 	Terhadap Inasyarakat terkena bencana yang Ineninggal duniH, 
dilakukan upaya identifikasi dan pelnakan1an. 

! 

http:dikoordinasikCl.il
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Pasa139 

(1) Pen1enuhan kebutuhan dasar sebagaimana dinlaksud dalalTI 
Pasa125 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan: 
a. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi; 

b.pangan; 

c. sandang; 
d. pelayanan kesehatan; 
e. pelayanan psikososiaJ; 
f. pelayanaJ.l pendidikan; 
g. penampungan/tempat hunian/tempat hunian sementara; dan 
h. fasilitas kegiatan ibadah. 

(2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan sesuai dengan standar minimum sebagaimana 
diatur dalan1 peraturan 'perundang-undangan yang berlaku, yang 
dikoordinasikan oleh Kepala Pelal{sana BPED . 

Pasa140 

(]) 	Perlindungan terhadap kelon1pok rentan sebagaimana dhnaksud 
dalan1 Pa:~al 25 ayat (1) huruf e, dilaksanakaTl dcngan 
111cJnberikan priorita~ kepada korban bencana yang mengalanli 
luka parr-ih dan kelolnpok rentan, berupa penyelanlatan, 

cvakuasi, pcngaI11anail, pelayanan kesehatan, dan psikososiaL 

('2) 	Kelornpok rentan sebagainlana clinl~ksud pada HY;;1\' (1) terd i ri 
atas: 
<1. bayi, b~.lita, dan anak-anak; 
b. ibu yang sedang 111engandung atau 111cnyusui; 
c. penyandang cacat/ distabilitas; dan 
d. 	orang yang kondlsi fisik melen1ah aklbat sakit atau lanjut usia 

dan ofRng yang.terganggu kejiwaannya. 

(3) 	Upaya perlindungan terhad keJoll1pok rentan sebagairnanA. 

ditnaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansijlenl 
terkait sesuai kevvenangannya dcngan 
pendampinganj fasilitas). yang dikoordinasikan oleh 
Pelaksana BPBD. 

Pasal41 

(1) 	Pelnulihan dengan segera prasarana dan sarana vital 

sebagahnana dinlaksud dalatn Pasal 25 ayat (1) huruf f, bertujuan 
untuk berfungsinya kembali secara darurat prasarana dan sarana 
vital dengan scgera agar kehidupan Inasyarakat tctap 
berlangsung. 

(2) Pemulihan dengan segera praS8I'ana dan sarana vital 

sebagaimana diInaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
instansijlelnbaga terkait yang dikoordinasikan oleh 
Pelaksana BPBD . 
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(3) 	I)aj(lrn hal pemulihan dcngan segera prasarana dan sarar..a vit3l 

.yang bersk8J£) keeil clan nlenggunakaJ1 tcknoiogi sederhana, rl~1p('lr 

dilrd<.sa.nak;'lll oleh D dengan asisten~i in~lRnsi/lclnba.g;1 

Lerkait yants herwenang. 

Bagian Keen1pat 
Pascabencana 

Pasal42 

Penyelenggaraan Kabupaten Tanggllh Bencana pada tahap 
l1ascabencctna sebagaill1ana ditnaksud dalan1 Pasal 8 huruf c 
Ineliputi: 
a. rehabilitasi; dan 
b. rekonstruksi. 

Pasa143 

(1) 	Pelaksanaan. rehabHitasi dan rekonstruksi sebagailnana 
din1aksud dalam Pasal 42 Inerupakan t811ggungjawab Pemerintah 
Daerah. 

(2) 	BPBD menyusun rencana rehabilitasi dan rencana rekonstruksi 
yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat 
bencana dengan Inclnperhatikan aspjrasi 111asyarakat. 

(3) 	Pclaksana8n analisis kerusakan dan kerugian Hkiba1' bCnCn;l:-l 

sebagairnana dilnaksud pada ayal (2) dilakukan oleh Tinl Penilni 

KerusRkan· clan Kerugian yang dibent.uk oleh KepaJa Pelaksann 
13PBD . 

(4) 	Dalarn lYlCnyusun rencana rehabilitasi clan rencana rekonstruksi 
sebagairnan<=-l diInal{suci pacta ayat (2) harus 111en1perhatikan: 
n. renenna t;t ta ruang~ 
h. pengatu '~an mengenai standar konstruksi bangunan; 
c. 	kond ~)OSial;, 

d. aclat isti;]r!at; 

e. buoaya: (~8.n 


L ckonorni. 


(5) 	 l<cncann n:habilitasi dan rencana rekonstruksi sebagainlHna 
dl sud pada ayEH (2) clisusun bcrciasarkclll PCd0J11811 yang 

ciitcLc1pkan oieh Kcpala BNPB. 

Pasal44 

( I) Dahun p(~.l::d:..::sanaan rcha hili tasi ChHl rckon s t rll ksi s(-~ b(:lg~.li lllf-ll1 ~:\ 

clilnaksucl dalam Pasal -+2, pel11erintah c1ncrah \v'ajib nlenyc(link~ln 
dana rehabiJitasi dan rekonstruksi yang 111CnlHclai dari APBD. 

(2) 	 Dalarn ha.l APED tidak rnenladai, Penlerintah Daerah clapH! 

nlenlin l'a bantuan dana./ tenaga ahh / pera latcm/ pen1bangunan 
prasarana kepacla Pel11erin tab Provinsi Lall1pung dan / ata u 
pen1crintal-; untuk n1claksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

http:b(:lg~.li
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(3) 	 P('rnlintaar~, penggunaan, dan pcrtanggungjcl\vaban clana/t.enagH 

iJhl ij pCf(ll~l Lr\I1/pen1IJangunan prasaran(J scbagaitnana dinlnksud 

pada ayal (2) nlengikl~ti ketenLuan peraturan perundang­
unclangan yang berlaku. 

Pasa145 

(f) 	1,\"lflksan:.-1;'l!1 rehabilitf1si clan rekonstn1ksi sehagRirn8nn 
dinlaksud clalam Pasal 42 dilaksanakan oleh instansi/lenlbaga 
Lcrknit SCSq;:-ll dengan t.ugas clan rungs} serta t.anggung ja\v8bnya 
yn.ng dikoo 'dinasikan aiel! Kcpala Pclaks8J1a BP1J1) . 

(2) 	1)81£1n1 hnl pelaksan;':lan rehabiUtasi dan rckonst.ruksi yang 

berskala kccil dan Ll1enggunakan tcknologi scderbanl-:l clap,l! 

clilaksanak~nl oleh dengan asistensi oleh instansi/lenlhHgn 
t'crkc:dt yani; hcrwe'na.ng. 

(3) 	Pelaksanao,n rehabilitasi dan rekonstru ksi scbagainl(H1(1 

cl (1 pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dcngan 

111enl£1 rna.1kan keterlibatan clan partisipa.si Inasyarakal dengan 
pola penl bf'rdayaan. 

Pcisa146 

(J) 	Rehabilita.si sebagailnana ditnaksud dai8tn Pasal 42 huruf rl 

dilakukan Inelalui kegiatan: 
a. perbaikan lingkungan daerah bencana; 
b. perbaikan prasarana dan sarana umUln; 
c. pemberian bantulli"'1 perbaikan rumah masyarakat; 
d. pemulihan sosial psikologis; 
e. pelayanan kesehatan; 
f. pelayanan pendidikan; 
g. rekonsiliasi dan resolusi konflik; 
h.pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; 
i. pemulih~n kealnanan dan ketertiban; 
j. 	pemulihan fungsi pemerintahan; dan 
k. pelnulihan fungsi pelayanan publilc 

(2) 	 Untuk menlpercepat pelnulihan kehidupan masyarakat di wilayah 

bencana, Kepala Pelaksana BPBD menetapkan prioritas dari 
kegiatan rehabilitasi sebagailnana dimaksud pada ayat (1). (3) 
Penetapan prioritas sebagaimana dilnaksud pada ayat (2) 
didasarkal1 pada analisis kerusakan dan kCfugian akibat 
bencana.. 

Pasa] 47 

(1) 	Perbaikan prasarana dan sarana UITlunl sebagailnana clin18ksucl 
dalanl Pa.8al 46 ayat (l) huruf b 111crupakan kegiatan pcrbaikan 
pras<lrana dan sarana U111Lun untuk 111C111Cnuhi kcbutuhan 
IrHnsporl.fl~)iJ kelancaran kegiatan ekOn0111i, clan kchidupan 

L)udaya rn(lsY~lra.kat .. 

http:Rehabilita.si
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(2) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus didasarkan pada perencanaan teknis, dengan 
rnen1perhatikan n1asukan ll1engenai jenis kegiatan dal'i 
instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan Inasyarakat. 

(3) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana U1TIUD1 sebagairnan() 

din1aksud pada ayat (1) Inencakup: 
a. 	 pcrbaikan infrastuktur ; dan 
b. 	 pel~baikan fasilitas sosial dan fasi1itas UlnUTI1. 

Pasa148 

(1) 	f>clnberian bantuan perbajkan rUlTIah 111asyarakat sebagainl8.na 
dilnaksud c181am P~sal 46 ayat (1) huruf c rnerupakan bantunn 

penlerintah daerah sebagai stirnulan untuk l11crnballt u 

rnasyarakat lnelnperbaiki rurnahnya yang n1.cngalan1i kerusak(-\l\ 

akibat bencana untuk dapat dihuni kembali. 

(~) 	H~lntucln pen1erintab daerah sebagain1ana dilnaksud pada ayat (1) 

clnpat bcrup~l bahan rna Lerial, kOl11poncn runlah atau uang yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verii1kasi dan evaluasi 
tingkat kerusakan rU111ah yang dialanli. 

(3) 	 Bantu811 p(~rl1erintah daerah untuk perbaikal1 rUlnah 1118syarakat 
scbagain1.fll1c!. diInaksud pac1a (2) (I iberikan clengnn 1'01<1 

penl bercl n 111asyarakat clcngRl1 111Cn1pCj'h8 Ukan k(1r(-l kl cr 
daerah l'l budaya 1113syaraJzat., yang ll1ekanisn'lc 

peiaksana811nya ditetapk::-u1 InelaJui koorrlinasi BPBD. 

(4) 	 Pcrbaikan ru 111a11 1118syarakat sebagainlana din1aksud padrJ :-lY:-U­

(3) t11cngik1J ti standar teknis sesLlai dengan ketentuan perattl ran 

peru ndang·nndangan. 

(5) 	 Pelaksanaan pemb~rian bantuan perbaikan rumah masyarakat 
dilakukan lnelalui bilnbingan teknis (1<111 bAntUHn teknis olch 
instansi/lCtTlbaga yang terkait. 

Pasa149 

(1) Pemulihan sosial psikologis sebagain1ana dimaksud dal81n Pasal 
46 ayat (1) huruf d ditujukan untuk membantu masyaxakat yang 
terkena dan1pa1{ behcana, mClnulihkan kemhali kehidupan sosial 
clan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi 
sebelum bencana. 

(2) 	KegiataJl membantu Inasyara}{at terkena daI11pak benca!1(} 

'. 	 sebagaimana ditnaksud pada ayat (]) dilakukan melalui upaya 
pelayanan sosial psikologis berupa: 
a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga; 
b. pendampingan pemulihan trauma~ dan 
c. pelatihan pen1uiiha,.~ kondisi psikologis. 

p 	 'f)fr:~o KABl%G 
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Pasa150 

(1) 	 Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 46 
ayat (1) huruf e ditujukan untuk mcmbantu masyarakat yang 
terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi 
kesehatan masyarakat. 

(2) 	 Kegiatan pelnulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena 
dampa1{: bencana sebagailnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
luelalu i u paya: 

a. 	 Inembantu perawatan korban bencana yang sakit dan 
mengalami )uka; 

b. 	 membantu perawatan korban bencana yang Ineninggal; 
c. 	 menyediakan obat-obatan; 
d. 	 rnenyediakan peralatan kesehatan; 
e. 	 luenyediakan tenaga medis dan paramedis; dan 
f. 	 ll1erujuk ke rumah sakit terdekat. 

(3) 	 Upaya pe111ulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaiJnana 
dilnaksud pacta ayat (2), dilaksanakan Inelalui pusat/pos layanan 
kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi 
BPBD. 

(4) 	 Pelaksana8n kegiatan pelTIulihan kondisi kesehatan n1asyarakRt 
sebagain1811a din1.aksucl pada ayat (3), tlilaksanakan dcngnn 
nlengacu pacta standar pelayanan darurat sesuai dcngan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(]) 	PclayallC1rl pcndidikan ~ebagairnan8 c1inH1ksud clalanl Pasal 4() 

c1Y<-lt (l) h\lruf f ditujukan untuk 111C1111Jant.u Jnas~ranl1(Rt yang 
terkenn dc\n1palt bencana dalatu rangkc\ te\ap terst'lenggarHny~, 

proses bel::ljar n1engajar pncla tingknt pendidikan dnS<lr <Inn 
lTIcncngnh, 

(2) 	 UpHYD pClTluHhan pclayanan penclidikan 111asyar8kat sebagail11ann 
din1aksucl pada ayat (2), dilaksanakan 111elalui pusat kegiatan 
be\ajar ntCl\gajar danjatau sckolah yang ditctapkan olch instansl 

Icrkait: dab·lnl koordinas! BPBD. 

(3) 	 Dalan1 hal gedung tcnlpat pusat kcgiatan hclajar rncngaj(lr 
cian/atau sckolah sebagainlana dinlakslld pHda 8.\'81: (2) 1jeLlk 
rncrnungkillkan untuk dilaksanakan proses bGlajar n1cnga.l<:lr 

111akn untLk ,selnentaF8 pelayanan pendidikan dilaksnnakan eli 

tCl'l1pa~ lAin yang 111en1adai yang \v:::~iib discclif:lk.~Hl ()lc-~h 

instansi/ leJnbaga pen1erintah terkait dengan berkoordinasi 
bcrsalna I3PBD. 

Pasa152 

(1) 	 Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ,46 ayat (1) ,huruf g ditujukan lnen1bantu n1asyarakat di 
daerah rawan bencana dan raw"an konf1ik sosial un tu k 

menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta 
memulihkan kondisi sosial kehidupan Inasyarakat. 

KABAGlopo HUKUM{w__ 
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(2) 	Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konfiik sebagailnana dilnaksuc] 
pada ayat (1) dilakuk.an Inelalui upaya ln~diasi persuasif dengan 
111clibat.kan takah rnasyarakat: terkait: clengal1 tclap 

~'ll:ncnlperh8tikan 	 situ8si, kondisi, dan karakt.er serLa lJuclHYH 

lTlasyarakaI seten1pat dan l11enjunjung rasa kcadilan. 

Pasa153 

(1) 	Pemulihan sosial ekonolui budaya sebagaimana dimaksuc1 dalanl 
Pasal 46 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk nlelnb811tu 
masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan 
kondisi kehidupan sosia}, ekonomi,. dan budaya seperti pada 
kondisi sebeluin tcrjadi bencana. 

(2) 	Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membantu masyarakat 
menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, 
ekonomi, dan budaya melalui: 
a. layanan advokasi dan konseling; 
b. 	bantuan stin1ulan aktivitas ekonomi; dan 
c. 	 pelatihan. 

Pasal54 

(1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 ayat (1) huruf i ditujukan membantu masyarakat 
dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat 

:: 	 di daerah terkena dampak bencana agar kelnbali seperti kondisi 
sebelum terjadi bencana. 

(2} 	Kegiatan pe!11ulihan keamanan dan ketertiban dilakukan luelalui 
upaya: 
a. incngak1ifkan 	 kC111bali fungsi len1baga kean1anan dan 

ketertiban di daerah bencana; 
b. J11eningl(at.kan peran serta ll1asyarakat dalanl kegjatan 

pengarrlanan clan ketertiban; dan 
c. 	koordinc-~si dcngar1 installsi/len1baga yBng berwenang di bidang 

k('.~HY1(;lLan dan l~etertiban. 

Pasa155 

(1) 	Pen1u liha_11 I'll ngsi pelnerin tahan sebagainlana dinial{SlHI eli-tIn 111 
Pas<-ll ·4() ~ (1) hllruf.i ditujuknn untuk l11clnulihkan CU!lgS! 

pernerintc.l\".c·.)l') ken1haE seperti kondisi sebellll1) tel~iadi bencana. 

If))
t~ 	 Kcgiatan pernulihan fungsi pel11erin t.ahan dilakukan nlelHlu i 

u paya: 

n. 	 lllcnga 1,1,1 Ckan 1cenl bali pelaksanaan kegia1-an s 
pcrncri:11nhan SCcci)8.1:nyn; 

I), pcnyclnl1"'iatan dan pcngal11anan dokuI11Cn neaara danb 

pen1cri! 1Lclhan; 
c. 	 konsotidnsi para petug<--lS pen1erinlahrln; 

d. 	 pelnulihn.n fungsi d:':-111 percliatfln pcndukung tUgHsLug~'lS 

peiYlfri 1i! ~1 han; clnn 

f' 	 pengal u ra,t1 kenl bali tugas pen1erin lahan 
inslansij lenlbaga terkait. 

http:karakt.er
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Pasa156 

(1) 	I\-:rnuHhan fungsi pelayanun publik sebaga,irnana ditnaksl1d 

<lnlr\ln Pas.::ll 46 ayal. (1) huruf k ditujuknn untuk 111C111UJihkdll 

kCI11bali I'll ngsi pela.vanan kepada lTIasyarakat pada kondisi 
~wp('rti St~h,-'h]nl terjadi bencana. 

('1.) 	 !\(~giab1l1 pernulihan ('ungsi pelnyannn pubHk S(:~b8gaiJr[cll1<i 

dinHlksud nacip.ayaL (1) dili:ikukan 111clc:llui upnyn: 

n. rehabili si dan PC111UlihHl1 Cungsi prasClrnna clan S;lr~:ll1(l 

L)C ,('~:-'j pubHk; 

b. 111t:ngaktHkan kcn1bl1li Cungsi pclaynn~n puhlik pi-Hi; 1 

instan~)i/lenlbaga t.crkait~ dan 

c. pengatllrtdl kembali [ungsi pelayanan publik. 

(I) 	!<ekont.rulc~i sebagHirn~H1A dinlFlksud da1anl P(ls~d hu ru r h, 
dilakukan i11elalui kcgj<:~U:1n pcn1lJangUl1Hn yHl1g lel)lli i)cuk, 

1l1elipuLi : 

'l. penlban;'~unan kenlbali prasarana dan sarnna; 
b. penlba.n,~unan ketnbali sarana sosial nlasyanJkat; 
c. 	pClllbangkit~ ken1bali kchidupan sosial budaya lnasyarakHL; 
d. pencrnran rancang bangul1 yang tepAt. dan penggunann 

peralHlan yang lebih baik dan tahan bencana; 
e. p3.rtisipasi dan pcran serta lclnbaga dan organisasi 

kernasyarakatan, lel11baga usaha dan l11asyarakat; 
f. 	peningkatan kondisi sosial, ekonolni, dan budaya; 
g. peningkatan fungsi .pelayanan pu blik; dan 

h.peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. 


(2) 	Untuk mernpercepat pembangunan kembali senlua prasarana darL . 
sarana serta kelen1bagaan pada vvilayah pascabenca.na, 

pemerin~ah dan/atau penlerintah daerah menetapkan prioritas 
dad kegjatan rekontruksi sebagailnana dhnaksud pada ayat (1). 

(3) 	Penetapan prioritas sebagaimana dirnal{sud pada ayat (2) 
didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat. 
bencana. 

rasal58 

(l) 	Penlbangunan ken1bali prasarana dan Sanlntl sebagairnarHl 

clhnaksud clalruTl Pas8.1 57 ayat (1) huruf a nlerupakan kegiatan 
fisik pelnbangurian baru prasarana dan sarana untuk ll1emenuhi 
kcbu tuhan kegiatan ckonorni, sosial, dan buc1aya dcngan 

rnC!l1 perhtl i ikrl n rencnna Lata ruang. 

(2) Kegiatan !'isik pClnbangunan kernbah prasarana dan. ~arana 


sebagain1ana dirnaksud pada ayat (J) rnernpcrhalikan renCRna 


tala ruang. 


(3) 	Pe111bangunan kenlbali prasarana dan SHrana sebngainlan;l 


dinlaksucl rJada ayat (1) harus berclasarkan pcrcncanaan tckni:-i 


dcngan lncrnperhatika.n lt18Sukan dart instl:lnsi/lernbaga tcrkait) 


pcnl(-~rjntah daerah dan aspirasi n1asv(:u~8.kat dacrah bencana. 
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(4) Perencanaan teknis sebaga.imana dimaksud pada ayat (3) harus 
disusun secara optimal melalui sunrei, investigasi, pembu&tan 
galnbar desain dengan ll1emperhatikan kondisi sosial, ekonolni, 
budaya 10ka1, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan 
dal! Inelnpcrhatikan kondisi alamo 

(5) 	Ped0111cUl perencanaall teknis pen1bangunan kClnbali prasar8n~i 
dan sarana (li~usun berdasarkan pcdoll1an yang ditctapkan olch 

kelnenteriHll yang terkait dan clikoordinasikan oleh KepaJn 
Pelaksana BPBD. 

(1) 	I\:rnbnngull;::tn kcnlb~lJi sarana sosi01 nl8.sy'arakR.t sebagain181ln 

dinlclksucl ~lHL::un PasnJ nyat (1) h:urul' by 111crupakan kegicuan 
Pi;l)) fHlngu 11<:Hl baru rasilit.as sosial dan fasililas U inurn u nlu k 
Il\CIY1Cn t\ h \ t~('butuh~·U1 nktlvitas sosin1 (};.\\1 keiy\C\synn1k.1 \ an. 

(2) 	Kegiatan pcn1bangunan ken1bali sarana soslnl t11rls.\!;:lrclknt 

scbngninlGl1rl diInaksud pada nynl (J) hnru[:) bcrdasnrknll 

perencanaHn teknis clcngan 111CI11perhatikan 1l1asuk~ln dnri 

I)(,n c <111 (-1 . 

(3) 	Pel'{'nClru.l:ul teknis schag(lilnnl1a dinl~lk.sud pada ayat (2) hnrLIs 
clisusun sccara opUtllnl 111clalui survei, invcstigasi, pClnbuatcHl 

111lhar d!'si..:!in deng~~ln 11lenlpcrhatik~)tl kondisi sosinl, c1\orH)lni, 

hud(..'Lj'H, adat istiada.l, dan standar teknis bangu nan. 

PflsaJ 60 

(1) 	PClnlJangkiLan kernbali kehidupan ,soE;iaJ buclaya rnasyarr:l kn t 
scbagain18na din1aksud cIalanl Pasal 57 ayat (1) huruf c)_ 
ditujukan untuk rnenata kenlbali kehlrlupa.n dan 
nlcngen1bangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan 
sosiBl budaya rnasyarakat yang lehih baile 

(2) 	Upaya Incoata kell1bali kehicJupan sosial budaya 1118sY<Jraknl 

dilakukan dengilll cara: 

a. luenghilangkan rasa trauluatik Inasyarakat tcrhadap bencana; 
b. melnpersiapkan Inasyarakat melalui .kegiat811 kalnpanye sadfl r 

bencana dan peduli bencana; 
c. penyesuaian kehidupan sosial budaya Inasyarakat deng811 

lingkungan rawan bencana; dan 
d.l11endorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

pengurangan risiko bencana. 

Pasa161 

(1) 	Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan 
yang lebih baik dan tahan bencana sebagainlana dimaksud dalaxn 
Pasal 57 ayat (1) huruf d ditujukan untuk: 
a. 	 meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dA.l1 

sarana yang Inanlpu Inengantisipasi dan tahan bencana; dan 
b. 	 111cngurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat 

bencana. 
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(2) UpHya pcncrclpan rancang bangun .yang tepat clan penggunaan 

peralal-an yang lebih baik dan Lahan lJencana clilakukan dcngan: 
(.1. 111('llgcl"lti;:lngkall rancang bangun hasil pcnelitian dnn 

pengenl bangan; 
b. 111cnycsuaikan dengan tata ruang; 

. c. n1elnperhatikan kondisi dan kerusakan daerah; 

d. melnperhatikan kearifan lokal; dan 
e. 111enyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pacid. 

ciaerah yang bersangkutan. 

Pasal 62 

(1) 	ParLisipasi clari peran serta Jel11baga dan organisasi 
kemasyarakatan, dunia usaha dan l11asyarakat sebagailnana 
din1aksucl dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e bertujuan untuk 
Ineningkatkan partisipasi dalalTI rangka men1.bantu penataan 
c1aerah rawan bencana ke arah ]ebih bclik dan rasa kepecluliall 

ra\V~U1 bencana. 

('2) 	Pcnataan daerah ravvan bencana [;?cbagailnann dirna.ksud pnd;} 

(1) 	clilakukan 111elalai upaya: 
H. rnelakuka.n kampanye peduli bencana; 

b.nlCIl(iorcng 	 tUlnbuhnya rasa peduli dan seUa ka\VH.n pacla 
lcrnhagn, organisasi kcn1~1Syarak(lt'an, dnll duni8 usnha; dDn 

'-" 1..../ 	 .. 

c. nl(~ndon)ng partisipnsi dale'lnl hidflng pcndnnn;:lli dr·U) kcgi;.)l~j!) 

pcrsi~;\pnn 111enghacin.piIJcnc(lna. 

Pas~il 63 

(l} 	l'{'!lin!!.k~ll:q: kondi~i ~()si~d, ekollolr1i, d~ln \)1.1 (\;'1Y::) S{~h(lgnil'n~Hl;l 

dinl;-!\,:sUc! ctaicU11 Pasal elva! (L) hlll'ur r riitUjUkcll1 UlltllJ.: 

liol'lnulis;'l:'Ji kundisi dc'lll kc/lic1uPHll yang It-'bih b;-lik. 

!_~) 	 !)(-'ningi«-l 11 l:ondisi s()si;.ll, ekonon1i, clan buclaya sebagninlAn8 

d inlil k SLl d )nci a ayat ( I) rnc I,d 1I i 1I r<I,vF1: 
n. 	pClnbinaan, kenl<-1111pUan ket.ercl1npilan nl~lsynrakcH 11{; 

Lerkcl1~·1 lJellcana; 
pcnlberc!c1yaan kclol11pok usaha bcrsanla yang cia 

berbenruk bantuan clan/atau dan 
l~. 	 n1cndol'ollg penciptaan lapangan usaha y::;ng proc1ukt.iC 

Pasal 64 

t I) 	Pcni \:Ul fLlngsi Pcl~lY~Hlan puhlik Sel)Hgr}iJY1~lnr) din1Hksud 

d<da.rn :1! 57 ayat. (1) huruf g djtujukan unLuk pcnaUlan chIt) 

ni Ud'l l'ungsi pelayanan publik kcpadn 111clsyal'akat l.Intuk 

nH::~lldoro!i~> ketlidupn,J) n1<lsyan:Jkat (I i \vi lC:lyah t)~'lSCH IJenCi:lnn ]\(' 

(-1r<1h yang ~ebihbaik. 

(2) 	\)enataan dan peningkatan fungsi peiayanan publik sebagninlnn~) 

d irnaksud ~ada ayat (1) dilakukan lnelal u i upaya: 
a. 	 penyiapan progran1 jangka panjang peningkatnn fu ngr;i 

pelayanan publik; dan 
b. 	 pcngelYlbangan Inekanisme dan sistelll pelayanan pu blik ~rang 

lebib efektif dan efisien. 
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Pasa165 

( i j 	Pcn ingkcl1.<H: pelayanan u tarn~l clalarn nla~.varakat sebtl.gainlcln:l 

ciinlaksud clH.lam PasaJ 57 ayat (1) huruf h dilakukan clengan 
tujuan rnClll bantu peningkatan pe18Yc1 nnn 11 tan18 clalanl nlngkrl 
pc1ayanl.)n pdrna. 

(2) 	 Untuk rne rn bantu peningkatan pcl<:lyan<Hl utarnC1 daicll11 

1118sY8ri-lk(-] t sebagainlana cl in1aksud pada nya t (1) clila ku kdl1 

tnel81ui upaya mengelulJangkan pola pelayanan Inasyarakat yang 
cfcktif c!8n efi,sien. 

BAB V 


BANTUAN BAGI KORBAN BENCANA 


Pasa166 

(1) 	Pelnerintah Daerah n1enyediakan dan 111elnberikan bantuan yang 
bersifat lanjutan bagi karban bencana. 

(2) 	Jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. 	 pembiayaan perawatan di puskesmas dan/atau rUlnah sakit; 
b. 	 santunan duka cita; 
c. 	 santunan kecacatan; 
d. 	pinjllil1an lunak untuk usaha produkti!'; dan 
e. 	 pembiayaan perbaikan sarana prasarana lainnya. 

Pasa! 67 

(1) 	 Unsur ma.syarakat, organisasi kemasyarakatan, dan iClnbaga 

Llsaha dapat berpartisipasi dal8J.TI penyediaan bantuan berupa 
uang dan/atau barang bagi kOfban bencana. 

(2) 	 I\:cgiatan p(-~ngulnpulan uang dan/atau barang untuk bantuan 
bagi korbctn bencan8 eli d8erah harus ITlenciapatkan 0 izin d8ri 

oPenlerintal 1 D;-lerah. 

(:~) 	 tata cara pcrizinan pengu111pulan dana penanggulangan bcnc811;ol 

clilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perunci8ng­
u nclc.1 ngan 0 

13/\8 VI 
!Ju~/\rl' ~")ENGENDoALlJ\N DJ\N OPEr~ASI 

i )'~1\l"\NGClll ./\NC/\N DI'~NC/\ NI\ 

Pasal 68 

( 1) Jlus(];:)!ops jJB beraclc"l dibawah bidHng kcclarur~nan ci8.11 logist ik 
d ~111 herLll'lg~)~llo~1gja\v(J b !(l ngsu ng kc p;oHi; \ kcpa leJ pc lcd, S(II1:-1 1) 1)] ~ I L 

l2) 	 Sus~lnatl uq~~Ll~isasi Pusclalops P13 sclJagaoin1<:oh1a clilT!aksud p;:ldfo\ 

flo\'(ll. (1 L It" 'Clift atas : 
("\, pc Ilgi \ \\'~ ~ s: 
1l. 1l1,OlI1: \jCl i) II :->dalops pn: 
Co 	 supcrVl~O,()["; 

d.OpCfcll.()r: 

: 
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e. kOOl'cJ in(Jor aciminist.rasi; 


!', pl'l: 1k sal i, i ,l.c.l1ninisl.rasi kcu HJ1gan; 


g. pcln k~;; li.<l :-,arana d d n p rFI Sri rn net; cl(Hl 

h. r(~I~lksnr,~. (!okum~~,njnsi. 

(.~J 	 rvi(\1\(1.1 cI' \\J>',(,?l.lops IJH Sebtlgciill.!<l\);·j di\)1rlk~Ud pClc\~l ll,\d\ \,1) 

hu ru r 1J d .j,':L)at oleh kcpal:] Bidung l-":cdc.lfU r(:llan elell) Logisl i k 
I ) I Ir') r-, 

j j i U L.J, 


( f) T II g( 1 S ]- \! S ( ;': i0 Ps PB, 1n eli p u l i : 
;1, s{'b('lll!ll I ... 'ncan('l 11;('rnbcri\.:.<H) dukung:in k('gi:118rt henl]);i 

p~'l1:~\'\ ~ I \ I)', Ii, \1, pen~;\)L\ \'1'c\\1) pen\':-I.\ \ d;"\l~\ d~-\I\ \ II ('ornl~\f,i \)('1'I'-'~\ 1'1;\ 

It /.." 'r'! 

I j. !..) t l ( l ~ 


(1;'lrUr~H drli1. pelak.:)(lrlc-lcl11 kcgialan clarul'c:!l; Cb-Hl 

c. 	pnsca l)(~rh~ana nlcll1lJcrikrln c1ltkllng~lJ'1 kegi(~lt-(-\11 hcrup:i 

pCl!YC{li:, '.L'l.ta d;'\li inr()rrn~\s\ tcr\\\~-\ln~\ (\-e,L-ln! pf'l(\k~'('\\;\(i!\ 

rchnhilil:-1Si dan rekol1struksi. 

(.=)) 	 FUllgSI j)u,C,(h,]ops PB nciHlall SCI)agdl lwrii-:lI! : 

,I. i\.lDf);:--)i p('1lc.:'Tln1a, pcngolah (1,·-\11 pcnc11s1ribusian inCorn1t!si 

I}. 	I'l.lngsi p(~nel-ima, pcngolah dan pcnerl.ls pcringnLan clini kC!)(-lcl(-~ 

in st an si \.('1 '.k~it d(~ n rna sYclra \(;1 t; 
c. 	rungsi L:!nggap (!uI'ura1. sebaglli 1~lsi!ilalol' pcnp,,c'],(Ii1;11"1 

sunlbcnl~\V~i untuk pcnnng<111(111 \rlllggHI) (!clrtlfr:ll /){'j)Cln,! 

SCC<.ircl ccpaL, tep8t, cfisicn dan cfcktll'; dan 
(I. 	I'Llllgsi J..: onrclinasi, kornun ikasi cl (1 n si n k1'on iS8 si pc 1<-1 ksn 1'1 (-~1~'111 

p('n(-lggLll~-lngan bencana. 

(C)J 	 Strl.lk1Uf organisasi, sarana dan pr<=lsarana, pengolnh811 da1a drll! 
inforn1asi, t11ekanisrne kerja, pclapora!_1 kegiatDn dan pendan.Hnn ~ 

Pusdalops PB dilaksanal<.an dcngan bcrpedol1'1an 1u',pClda 

pcrclt.uran Kcpala BNPB 

BAB VII 
PERAN l\']/\SYARAKJ\T DAN LEMBAClA USAHA 

Bagian Kesatu 
Peran l'v1asyarakat 

Pasal 69 

(1) 	 Masy~lr8k~H dan orgHnis::-J.si kenlHsynrHk8tnll 1l1clni1iki tAnggu ng 
jawab dan kesempat.an yang sarna untuk bcrperan clalan! 

perencanaan,. pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan 
l<abu fH:llen TclJ1gg~h Bencana eli c1::H~rnh c1engan lllengu LA rllr1 knn 

kcrukul'1c1rl clan solich-lri1.i-ls sosial. 

(2) 	 Da1~n·l rallgka pelaksana.an tanggung jawab untuk berperan 
(l;tlc-ll1l pcn\7r :lcngganl:111 Kabupatcn Tangguh 13encal1(-1 eli ci8cr8h 

;·,('1 J~.ig:) i nl(;·l:·~;~ di1nak~,u d i)(-lcla aY;'-ll (1), seLicl p () n-l [lg bCl·pt ~ rrl n 

scrt~-) d:liall1: 
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a. 	 nlenjaga kehidupan sosial ll1asyarakaf yang harn1onis) 
rnetneli lara kescin1bangan, keseraSlan, keselarasf-u1, d~ln 

kclestarian fungsi lingkungan hidup; 
b. 	 luelakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan 
c. 	 tnenlberikan informasi yang benar kepada publik tentang 

penanggulangan bencana. 

(3) 	 Dalan1 rangka pelaksanaan kesenlpatan yang santa untuk 
bcrperan da1cllTI penyeienggaraan Kabupaten Tangguh BencanFl di 

dncr~1h scha,(?)-lilnana dinla.ksud pada ayaL (1), setiap orang bcrhcd< 

unluk: 
(t, 	 111enclapalkan perfinclungan sosial d811 rasa alnan, khususnyrl 

I kc oillpok 111nsY:::lrakat renU-lll bCl1C~ln('l; 

h. 	 lncnc!('lp~)j'k811 penclidiknn, pela!ihan. dnn kC1CnllrlpilHl'l <I;1J:ll11 

f) ,e> n 'i t\ I to' "'\ ,\ {,l ,,) raall I~· ..11) Lll)"'lt ('I' 1', \ n a. 0" 1i) 13" I ! ('~) n ~:"' .\--"tl)"-l\/l,t'"",C"(.u !"'{, .... Ie ........ 1 .L"",,]tDh\"~ 1_\........ ".1",,,, ... _,,,) 


c. 	 lllCn(l;'lp('U~aI1 inforrnnsi secar8 t.crl"tllis clFtn/eJtclU lisan !t"n((!llf~ 

k('1 )i.lnk'·l,~l penanggtll(l ngUI1 bcncnna: 

<1. 	 IH TI1(']'; III ,-~erta d:J 1n III pC rc II C I n ~-H-HI ~ PC11 go perris i:~111 .. dnll 

P(\111f.:l!l·~;'·"iHl pJ't)gr;1111 pcnyediclrll1 hn n I L1:·1 n pc n~lll 

It~l') 1;:'t1angguh1Ilg8n h(~nC;-ln(l, khllS11~'11.\,1·1 

inengin isiHSi 

~ n i 11 i :~ ! : tl i r 
kcgiaL<.u1 I H! 

~. , 
sert n 

~! ':, In !~:ll)llpnl('n 

asp(' k I)ud 

rn :--;;!lnS 

T;lnggll ~'1 

ncnna, 

InenunllJuhknn <Inn 

J11nSVnrn 

i ~cncnl1(1 

(IH 1(lj n 

( i ( , ,Ii', . dan ! ( ( ) 111 t ; 1 ) i til: i i 1,\' ; 1; (!, 1J1 


1'. rnc'lrd,uk~::' penga\rusan SCSlI 'clCl1g~1J1 lilCi<c)tliS1l1(, \;.1]1 .., 


..j 

J·.. uun.lillclS' '\.:cngfL't") O! 1) da1c:un ~)cliap lllkty<l pcn)clcn i'cl:lI} 

h~nhup~'llCll 'Tc!ngguh DcnC8na 'yang Uk::-111, ~wd~lng\ (I;.ln l('i~ll') 

(l;l,lklik,lil 

(,1) 	 ~-;{'li~lp pcl',(l l !!'kelur;:,dl:lll \\'ajil) !ncl11iliki S('11gas pcn<-'lnggulnllg;)!l 
lwncc..Illa (li Pc,;:.onjkelurahan lTH\sing-rnasing guna rnc.rnp(,lTllU{I~l!' 

upaya peny(~lC'nggaraan Kabupaten Tangguh Benca.l1H khusU~ll,\'(-1 

eli setiap pe1<onjkelurahan dan kecanlatan pacta ulllulnnya. 

(2) 	 Untuk personil rnasing-ll1asing pekonjkelurahan beljUl11lHh 
1 paling sedikit 5 orang yang terdiri dari unsur luasyarakaL atHu 

\~c~a\van cL:tn ditunjuk oleh Peratin jlurah setelnpa t. 

(3) 	 Untuk anggaran pengalokasian kegiatan eli Tjngkat Pckon 

(I ia.nggarkan oleh dana Anggaran Dana Pel{On setclTIpa t. 
Seclangkan untuk tingkat Ke1urahan dapat dianggarkan padn 

Kclurahan setempat atau Badan Penanggulangan i3cncana 

Daerah 

'f­



Bagian ked u a 

'\~raJ1 l.cllll)ng;·l USclha 


{I! 	I !!lhkJY~'l I i<';;\;la 11lenliliki Ullitlgung ,iHW;lh lInt Itk L1C'l'jJel'rni l,\': L" 

(l:llaI11 p(;n\!(;j(~~nggar~.\(ln J~abupalen Tangguh i3cncnncl eli rlner(~h. 

()) 	 1);ll~lnl inf vC'tengg;-:'l1'Dkun pell~·lnggllh·tn£.an b(~nCr1nn, I('nlhn{~n 

usaha berl)eran serta clalan1: 

tl. n1elaksanakan tanggung jawah 8081a1 dan lingku ngRll dctiHl11 

rangka penyelengg,araan Kabupaten Tangguh BCnC?lnfl ell 
daerah; 

h. 	 rncnvr :~u aikan kcgin ian n,vR (jc ng;-\ n kc hij;l k, 1:1 

pcnyckng,garaan 1(abupate:1 Tallgguh [3cnC(ll1a £11 dl:-ll'TUh: 

c. 	 111c12.kukC'l11 k~giatan pen1anLauan. pclaksanaan, clan 
penga\Vi::LSan terha.dap penyelenggaraan Kabupalcn Tanggll h 
Bencana dibidang usahanya dengan Inenerapkan sisteln 
proteksi dini; 

d. 	111cngindahkan prinsip kelnanusiaan dalaln Inelaksanakan 
fnn("(.~i "·konr.ffil"I1v r .).I.. 	 bv ~.... . ,\~ .Y (-~, 

e. 	 I11engcdcPcHlkan kcpcn.tingan UI11UlT1 daripac1a kepenl ing(l') 

u sabaJ 1.ya; dan . 

r. 	 111enyarnpaikan sc-:can;l transparan kepRdr-l pubJik 111enp;ellHI 

penycknggaraan Kabupalen Tangguh Bcnc8na yang ak~ln, 

sedang; dan telah'c1ilakukannya. 

(:n 	 l)CI-dl) serL"t (\(\n kev\'(-~iihan scbclgctinlana dirnaksud pacla a.v~lt (]) 
ll; Ii I d.\ d.l (.' ,i (\! ia.k:SHll (J karl seen ra ~cnd iri rnau pu n seC8ra berSanl(l 
(]cngdn pi!:uk iain. 

(4) 	 DalfllTI partisipasi penyelenggarRan KHbup8ten Tangguh Benr~lnn 
sebaga.inlan~ dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2}, sebap \crnbaga 

usaha wajib ll1elakukan koordinasi dengan BPBD. 

BAB 	VII 
KERJA SANIA ANTAR DAERAI-I 

Pasal 72 

(1) 	 Dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan Kabupaten 
Tangguh Bencana, pemerintah daerah clapat D1elakukan 

keljaSalna penanggulangan bencana dcngan pClnerintah daerah 

lain, meHputi: 
a. 	 Penetapan wilayah rawan bencana; 
b. 	Tukar rnenukar informasi kebencanann; 
c. 	 Koordinasi dalrun pencegahan dan pengurangan risiko 

bencana; 
d. 	Penanganan pengun~si akibat bencana; 
e. 	 Pembebasan biaya bagi korban bencana di puskesmas 

danjatau ruinah sakit; dan 
f" 	 Bidang-bidang lain yang berkaitan dengan upaya bersarna 

penanggulangan bencana. 

-
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(2) 	 Mekanislne kerjasalna sebagailnana ditnaksucl pada ayal (1) 
dilaksanakan sesuai dcngan peraturan perunclang-undangan. 

BAB VIII 

PEMANTAUAN, EVALUASl, DAN PELAPORAN 


Bagian Kesatu 

Penlantauan 

Pasal 73 

(1) 	 Pen1crintah daerah l11clakukan penlantauan terhadap seluruh 
tahapan penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana. 

(2) 	 PClnantauan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan 
Kabupaten Tangguh Bencana sebagaimana ditnaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana 

SPBD dan, d~pat IneHbatkan instansi/lernbaga perencanaan 
pembangunan daer'ah sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalaln 
penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana. 

Bagian Kedua 
Evaluasi 

Pasa174 

(1) 	 Evaluasi terhadap penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana 
dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan 
peningkatan kinerja penyelenggaraan Kabupaten Tangguh 
BenC811a. 

(2) 	 EvaJuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

unsur pengar:ah BPBD. 

Bagian Ketiga 
Pelaporan 

Pasa175 

(I) 	Penyusul1an laporan penyelenggaraan Kabupaten Tangguh 
Bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana 
BPBD. 

(2) 	 Laporan penyelenggaraan Kabupalen Tangguh Bencana 
sebagain1ana dimaksud pacta ayat (1) disan1paikan kepada Eupat i 
selaku penanggungjawab penyelenggaraan pernerin tahan ctaeraII 

dan cligunakan untuk ,n1cn1verifikasi pcrencanaan program BPBD. 



BABIX 
PErNELESAIAN SENGKETA 

Bagian Kesatu 
UlTIU1TI 

Pasal 76 

( 1) Penyelcsaicul sengketa dalaln penyelenggaraan Kabupaten 

Tangguh Bencana diupayakan berdasarkan azas 111Usya\Var8h 
111 IIfakat. 

(2) 	DalalTI hal pcnyelesaian sengketa scbagairnana clirnaksud pad~;l 

nyaL (1) Udak diperoleh 'kesepakatan, para pihak dapat 
nH~ncn1puh upaya diluar pengadilan atau dalan1 pengadilan. 

(3) 	C1ugatHll c1ill1~1.r pengaclilan clapat dilakukan dengan jasa n1ediator 
d~\n/8tau ::.lrbiter untuk rnelnbantu pcnyclcsaian ~engketa. 

(4) 	C;Llgatan rnelalui pengaclilan hanya dapat diternpuh apabUa upayC-! 
penyelesainn sengketa di luar pengadil811 yang dipilih dinyatakan 
tidal( berhHsil oleh salah satu atau para pihak .vang bersengkcta. 

Bagian Kedua 
Hak Gllgat 

Pasa177 

Penlcrlnt-ah Daerah berhak 111cngajukan gllgatan terhadap setiap 
Ol'Hng dan / (:1tau badan hllku111 yang Inelakukan kegiatan yang 

ll1cnyebabkan tidak bcrfungsinya upaya 111engurangi atau 
luenghilnngkan risiko bencana di daerah., 

Pasal 78 

(1) 	 Setiap orang atau badan berhak mengajukan gugatan 
pef\Vakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri 
dan j atau untuk kepentingan Inasyarakat terhadap setiap orang 
yang melakukan' kegiatan yang menyebabkan kerugian akibat 
tidak berfungsinya upaya mengurangi atau menghilangkan 
risiko ben cana di daerah. 

I 

(2) 	 Gugatan pel\,vaki1e.l1 kelompok dapat diajukan apabila terc!apat 

kesalnaan fakta ·atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis 

tuntutan diantara waldl kelompok dan anggota kelompoknya. 

Pasa179 

(1) 	 O.rganisasi keluasyarakatan yang melaksanakan kegiatan untuk 
111engurangi dan/atau Inenghilangkan risiko bencana di daerah 
herhak mengajukan gugatan terhadap setiap orang danjatau 
badan hukum yang melakukan kegiatan yang menyebabkan tidak 
berfungsinya upaya Inengurangi danjatau lncnghilangkan risiko 

bencana. 

(2) 	 Organisasi kenlasyarakatan dapat ll1cngajukan gugatan ap8hila 
111Cnlenu hi persyaratan: 

C\.. berbentuk badan hukunt; 
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b. 	 menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi 
tersebut didirikan untuk kepentingan dalan1 upaya 
n1engurangi atau Inenghilangkan risiko bencana; dan 

'c. 	 telah Inelaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran 
dasarnya. 

BABXI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal80 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang ll1engetahuinya. 111emerintahkan pengundangan 
Pl~raturan Bupati ini dengan penelnpatannya dalcuTI Berita Daerah 
Kabupaten Larnpung Barat.. 

Ditetapkan dj Lhva 
pac1a tanggal 31 Wttl 2018 

PA 

Diundangkan di L\wa 
pacla tanggal fA'1c I 2018,1 

/\ DAERAH K/\BUPATEN LAMPUNG BARAT TAhJUN 20] 8 NOIVICR 2(, 
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